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ABSTRACT

After the enactment of the Juvenile Justice Act, efforts to settle the crime of children outside the
penal or non-penal path are the settlement of the diversions, by involving several parties,
including the perpetrator, the victim, the family, the community, and others with restorative
justice or restrictive justice. The essence of restroactive justice is seen from the core of the
theory which explains and justifies the settlement of criminal cases by involving the victims and
the public as the injured party. In the juvenile justice system this is manifested through diversion.

Diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice process to process
outside of justice. The Diversity process is conducted through deliberations involving the child
and parents / survivors, victims and / or parents / parents, social counselors and professional
social workers based on the approach of restorative justice. that the purpose of diversion is to
achieve peace between the victim and the Child, resolve the Child's case outside the judicial
process, prevent the Child from deprivation of liberty, encourage the community to participate,
instill a sense of responsibility of children.

In handling cases of Children, Child Victims, and / or Witnesses, Social Advisors, Professional
Social Workers and Social Welfare Workers, Investigators, Public Prosecutors, Judges and
Advocates or other legal aid providers shall take into account the best interests of the Child and
promote a family atmosphere looked after. The Undang-undang Sistem Peradilan Anak Act
further upholds restorative justice, a concept of justice in which it contains a method of settling
cases involving perpetrators, families, victims, and related parties whose orientation is to restore
the situation as the highest goal of law. So the criminal effort becomes ultimum remidian.

In order to realize legal protection by all parties concerned especially law enforcement officers,
in order to really pay attention, respect and apply the rights of children in conflict with the law,
which has been guaranteed by Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Law that is Diversion
without any discrimination.

Keywords: Legal Objectives, Legal Protection, Crime, Children, Diversity.
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RINGKASAN

Setelah diundangkan UU SPPA, upaya untuk menyelesaikan tindak pidana anak diluar

jalur penal atau non penal yaitu penyelesaian diversi yang dilakukan dengan musyawarah,

dengan melibatkan beberapa pihak,baik pihak pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan lain-

lain dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restroatif. Hakikat dari keadilan

restroaktif terlihat dari inti teori itu yang menjelaskan dan memberi justifikasi terhadap

penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak korban dan masyarakat sebagai pihak

yang dirugikan. Dalam sistem peradilan anak hal ini diwujudkan melalui diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

diluar peradilan. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan

orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. bahwa tujuan dari

diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di

luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik,

Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap

terpelihara. UU SPPA lebih menjunjung tinggi keadilan restoratif, konsep keadilan yang di

dalamnya mengandung metode penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, keluarga, korban,
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dan pihak terkait yang orientasinya untuk pemulihan keadaan sebagaimana tujuan tertinggi

hukum. Sehingga upaya pidana menjadi ultimum remidian.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berdasarkan Pasal 1

angka 3 UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur

18 ( delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat diberikan

upaya diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu diancam dengan pidana penjara di

bawah 7 ( tujuh ) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 9

ayat (2) UU SPPA upaya diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak

korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tingkat pidana yang berupa

pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak

lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA untuk melakukan penyidikan terhadap perkara

anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1)

penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah

penyidikan dimulai. Dan proses diversi tersebut paling lama dilaksanakan 30 ( tiga puluh ) hari

setelah dimulainya diversi.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU SPPA penuntutan dalam acara pidana anak

mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak yang melimpahkan perkara anak ke

Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam

Persidangan Anak. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 ( tujuh ) hari

setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan diversi dilakukan paling lama 30 ( tiga

puluh ) hari.
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Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU SPPA hakim dalam Pengadilan Anak ditetapkan

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua

Pengadilan Tinggi. Apabila belum ada hakim yang ditetapkan maka tugas pemeriksaan di sidang

anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas bagi tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU SPPA Hakim wajib mengupayakan diversi

paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, masa

diversi paling lama 30 ( tiga puluh ) hari. Berdasarkan pasal 54 UU SPPA Persidangan perkara

anak bersifat tertutup.
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